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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan aashechtsstaat
dan bukan negara atas kekuasaaachtsstaat) Oleh karena itu, kedudukan
hukum ditempatkan di atas segala-galanya. Setiapug@an harus sesuai
dengan aturan hukum tanpa kecuali. Masalah utamg gldhadapi dibidang
hukum saat ini adalah penegakan hukum. Penegakammhberfungsi untuk
menyelenggarakan dan membentuk masyarakat yangp, tesehingga
masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibasebhagai warga negara
masyarakat yang sesuai dengan norma yang berlakasyiarakat.

Pada dasarnya perbuatan yang menyimpang dari ngan berlaku
dianggap sebagai suatu kejahatan, yaitu perbuatarg ynerusak atau
mengganggu stabilitas sehingga pelakunya dapainalks sanksi pidana.
Masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks. Hasebagai akibat dari
usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yangnyangkut hak-hak
asasi manusia serta menjadikan pidana bersifaasiperal dan fungsional.

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidanaenmaikan arti
pentingnya dalam hukum di Indonesia. Di dalam hukuigana itu terkandung
aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatamgy ytidak boleh

dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidaretafpel dan menentukan

! Jimly Asshiddigie. 2006Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesitakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi BI. 69



syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat pudikg dimiliki hukum pidana
menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu flaérsasional. Dengan
demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukanseluruh wilayah

negara Indonesia. Di samping itu, mengingat mamgkum pidana yang sarat
dengan nilai-nilai kemanusian mengakibatkan hukurdana seringkali

digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. &tuhhukum pidana

bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun d&i gang lain

penegakan hukum pidana justru memberikan sanksieskgpaan bagi
manusia yang melanggarnya. Terlebih bila pelalsetert adalah andk.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tk@bgsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dara.n®gdam konstitusi
Indonesia, anak memiliki peran strategis yang setegas dinyatakan bahwa
negara menjamin hak setiap anak atas kelangsunghup, htumbuh, dan
berkembang serta atas pelindungan dari kekerasandidériminasi. Oleh
karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patuayditi sebagai kepentingan
terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Karesesi dari ketentuan
Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik BslanTahun 1945
perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemteh yang bertujuan
melindungi anak.

Dengan semakin meningkatnya kehidupan masyarakabedvagai

bidang, maka semakin meningkat pula perbuatan pid#au pelanggaran

2 pAF. Lamintang. 1997Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesi€et. Ke-3. Bandung: Citra
Aditya Bakti. Hal. 63
% Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun g8#ang Sistem Peradilan Anak.



hukum yang dilakukan oleh masyarakat baik secaralitke maupun
kuantitasnya yang dilakukan oleh orang dewasa ma@mak-anak. Hal ini
dikarenakan adanya persamaan kedudukan baik oemgsd ataupun anak-
anak di muka hukum, maka perbuatan pidana ataunggdaan hukum yang
dilakukan oleh anak-anak pun juga harus diberi sasésuai dengan hukum
yang berlaku. Untuk menangani perbuatan pidana p&@nggaran hukum
yang dilakukan oleh orang dewasa sudah ada pematbtkum yang
mengaturnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum rRidaAkan tetapi,
untuk menangani perbuatan pidana yang dilakukak-anak, pemerintah juga
telah mengaturnya dengan aturan hukum tersendiity yUndang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanak. Hal itu
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor psikolagesu perkembangan
jiwa anak sehingga diharapkan tidak mengganggu upddhan dan
perkembangan kepribadian anak dan untuk menjagallqm masa depan
anak.

Anak merupakan aset bangsa dan sebagai penerusit@ithangsa
sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungdamd menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental aselkingga harus
ditumbuhkembangkan melalui berbagai bidang mulailohgkungan keluarga,
masyarakat dan sekolah sehingga diperlukan perahgkam yang memadai
untuk melindungi mereka. Peran orang tua diharuskaampu untuk
memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhaédradap anak-anaknya,

karena masa anak-anak masih belum mampu memiWa glan emosi yang



stabil yang mudah meniru dan terpengaruh terhadggungannya, baik yang
bersifat positif ataupun negatif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, sebagianabesrang tua
memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah ysrgadang melalaikan
fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. @erdgmikian, kasih
sayang dan perhatian terhadap anak menjadi tembaiKehidupan dan
perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yangkigat timbulnya
kenakalan remaja. Melakukan perbuatan yang negatiff didukung dengan
meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pergeta lain yang sangat
mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan jiwa anak-amaupun
kurangnya perhatian orangtua mengakibatkan anadk-amslakukan segala
perbuatan yang ingin dlakukannya. Keadaan ini dapampengaruhi anak
untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang madre&t sehingga tidak
menutup kemungkinan anak melakukan pelanggarannmukiau perbuatan
pidana.

Oleh karena itu, anak yang melakukan perbuatan npidharus
mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan elpressuai dengan
hukum yang berlaku, tindakan tersebut dimaksudkatuku ketertiban dan
keamanan masyarakat. Akan tetapi terdapat perbedasgtum yang
diberlakukan antara orang dewasa dengan anak-&hakammad Mustofa
menyatakan bahwa kenakalan anak dibedakan denteu geerbuatan pidana
dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu: 1) dibadaleh umur, biasanya 18

tahun; 2) kenakalan anak biasanya dipertimbangkdragai kurang dapat



dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; 3) dalamangani kenakalan
anak, titik beratnya adalah pada kepribadian anak fhktor-faktor yang
merupakan motivasi terhadap perbuatan pelanggasaday 4) meskipun
sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilaak amempunyai
kecenderungan untuk kurang menitikberatkan padaekaspukum dan
prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat infodaa individu?

Anak-anak pelaku tindak pidana atau yang masih avabh umur,
pidana atau hukuman yang diberikan lebih ditekankada usaha untuk
membina serta mengayomi agar mereka menyadaridkesalya. Fenomena
kejahatan anak ini janganlah dianggap sebagai fenanyang berakar pada
kekurangan pribadi pelakunya, melainkan lebih diaaig sebagai gejala
kegagalan dan disorganisasi dalam masyarakat. Tupa&kok diadakannya
sidang anak bukanlah untuk menghukum si anak, ni@aimendidik kembali
(re-educatg dan memperbaiki kembali setelah diadiéiabilite) agar mereka
sebagai tunas bangsa yang pernah tergelincir, kedgdat menjadi warga
negara yang baik dan mampu berpartisipasi dalanbaegunan nasional.

Baru-baru ini terdapat pemberitaan yang cukup bdsanedia massa
tentang kejadian kecelakaan lalu lintas yang mid#@gmaanak di bawah umur,
karena dalam kejadian tersebut terdapat korban yaeginggal dunia.
Kejadian kecelakaan yang berakibat pada meninggakorban, bukanlah

merupakan kejadian satu-satunya yang melibatkak aebagai pelakunya

* Muhammad Mustofa. 200Kriminologi. Jakarta : FISIP Ul Press. Hal. 67
® Maulana Hasan Wadong. 2008dvokasi Anak dan Hukum Perlindungan Andkkarta:
Gramedia. Hal. 11



melainkan masih ada kasus-kasus lainnya yang tidedkspos ke media.
Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 mgntaalu Lintas dan

Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah spatistiwa di jalan yang

tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan keratardengan atau tanpa
pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban niarden/atau kerugian
harta benda. Selanjutnya dalam Pasal 231 ayatl)ILAJ menyebutkan bagi

pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu dimeemiliki kewajiban: a)

menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya; b) neekd@n pertolongan

kepada korban; c) melaporkan kecelakaan kepadaliKiyooNegara Republik

Indonesia terdekat; dan d) memberikan keterangamg yierkait dengan

kejadian kecelakaan.

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, maka k&pa pun
pengguna jalan jika kemudian terjadi kecelakaano laitas, tidak melihat
apakah pelakunya adalah anak di bawah umur ataopamg dewasa, maka
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadaplam. Hal ini
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 235 ayat/1LLAJ yang
berbunyi:

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lallintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) hyréfengemudi,

pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajitbmbezikan

bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya péragan dan/atau
biaya pemakaman_dengan tidak menggugurkan tuntyiarkara

pidana”

Namun kemudian, dengan adanya kejadian kecelakaanmelibatkan
anak di bawah umur sebagai pelakunya, maka timmkéngk tentang

bagaimana penyelesaian hukum yang sesuai mengiejmtunya masih di



bawah umur. Di satu sisi, anak melakukan tindakamad yang karena
perbuatannya telah mengakibatkan hilangnya nyawagolain sedangkan di
sisi lain anak merupakan salah satu kelompok makgaryang rentan dan
mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang menaginipa tanpa memikirkan
dampaknya bagi orang lain. Oleh karena itu dengampertimbangkan kedua
sisi tersebut, maka perlu adanya model penyelesaikmm yang adil terhadap
anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintaisgga hak-hak anak juga
tetap terlindungi.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, makalip tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “MODEL PENYELE®AI HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM KECELAKAAN LALU

LINTAS".

. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di ataka perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban anak selpsfaku dalam
kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimanakah kedudukan anak di hadapan hukum sepelg&u dalam
kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimanakah model penyelesaian hukum yang idegil d@ak sebagai

pelaku dalam kecelakaan lalu lintas?



C. Tujuan Pendlitian
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jeétas pasti, karena
tujuan akan menjadi pedoman dalam mengadakan panelhdapun tujuan
dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban anzégse pelaku dalam
kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk menjelaskan kedudukan anak di hadapan hukeipagsi pelaku
dalam kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk menjelaskan model penyelesaian hukum yaraj lukgi anak sebagai

pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukar yserguna bagi para
penegak hukum, pemerintah, atau pihak-pihak yangnbmeekan
perhatian terhadap masalah anak, khususnya hakamak yang
melakukan pelanggaran hukum.
b. Memberikan gambaran secara lebih nyata mengenaglnpetyelesaian
hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam keceldkiadmtas.
2. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat selisden pustaka dan

referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingimet@ah lebih dalam



tentang penyelesaian hukum terhadap anak sebadakupe&lalam
kecelakaan lalu lintas.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pémrkterhadap para
penegak hukum, pemerintah maupun pihak-pihak yauylpterhadap
masalah anak dalam proses penanganan kasus kecelakalintas yang

melibatkan anak sebagai pelakunya.

E. Metode Penélitian
1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitinadalah
pendekatan yuridis-emipiris. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk
menganalisa peraturan perundang-undangan yang taemgengenai anak
sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. Sé@dangendekatan empiris
dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-sebagai suatu
seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifaatif belakaakan
tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakatgyaenggejala dan
mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu besikgedan berhubungan
dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekpremsial dan budaya.
Berbagai temuan lapangan yang bersifat individkalinadijadikan bahan
utama dalam mengungkapkan permasalahan yangiditshigan berpegang

pada ketentuan normatif.
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2. Jenis Pendlitian
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitiankdpsf analitis,
karena dalam penelitian ini akan memberikan gammbanm@engenai
penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelakmdatcelakaan lalu
lintas. Penelitian deskriptif adalah penelitian gamengarah pada
pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengesteetpdan kondisi
tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apayaddi lapangaf.
Deskripsi meliputi potret subjek, rekonstruksi d@l catatan tertentu;
berbagai peristiwva khusus. Dengan demikian, lapatao hasil penelitian
akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gamai hasil penelitian
secara lengkap.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber gdataer dan

sumber data sekunder. Sumber data primer yang akgunnadalah hasil
wawancara dengan pihak-pihak yang mengerti tentaaggplah yang diteliti.
Sedangkan sumber data sekunder yang digunakarhadala
a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-uyalaseperti:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perligaluinak.

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu akindan

Angkutan Jalan.

® HB. Sutopo. 2002Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori danefBpannya dalam
Penelitian Surakarta: UNS Press. Hal.111
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4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisteradian
Pidana Anak.

Bahan hukum sekunder yaitu:

1) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan persogéany diteliti.

2) Dokumen atau arsip tentang penyelesaian hukum daphanak
sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

3) Artikel tentang penyelesaian hukum terhadap anddagase pelaku
dalam kecelakaan lalu lintas.

4) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penyelesaigkurhuterhadap

anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a.

Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara. aeava
adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percak@pailakukan
oleh dua pihak, yaitu pewawancarmtérviewe) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancaiatérviewe¢ yang memberikan jawaban
atas pertanyaan itu. Tujuan wawancara mendalanaddpth intervieyw
adalah untuk menemukan permasalahan secara lebiikée di mana
pihak yang diajak wawancara diminta pendapat devidenya’

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadaforman
kunci, yaitu pihak yang mengetahui tentang peng#es hukum

terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaarlinés. Penentuan

" Lexy J
Hal. 186

. Moleong. 2004Metodologi Penelitian KualitatifBandung: PT. Remaja Rosdakarya.
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informan ditentukan secara sengaja dengan petinalpdoghwa informan
tersebut dikualifikasikan mempunyai potensi menggtanasalah yang
peneliti ingin ungkapkan. Wawancara dilakukan daengpihak
kepolisian, jaksa, hakim, dan pihak-pihak yang bemgeten di bidang
perlindungan anak.
b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperdiaia
yang diperlukan secara tidak langsung. Data yarmerdieh dapat
melalui dokumen-dokumen resmi yang ada pada kaképolisian,
kejaksaan maupun pengadilan. Penelitian kepustaka@nupakan
pelengkap dari penggunaan penelitian lapangan datemelitian
kualitatif. Sama halnya dengan H.B. Sutopo yang de&nisikan
dokumen atau data sekunder merupakan bahan temnlgsberhubungan
dengan sesuatu peristiwa atau aktivitas terteBtokumen ini antara lain
berupa:
1) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan persogéany diteliti.
2) Dokumen atau arsip tentang penyelesaian hukum daphaanak

sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.
3) Artikel tentang penyelesaian hukum terhadap anddagse pelaku
dalam kecelakaan lalu lintas.

4) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penyelesaigkurhuterhadap

anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

8 HB. SutopoOp.cit Hal. 54
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5. Teknik Analisis Data

Teknik yang dilakukan setelah mengadakan pengumpulata
adalah analisis data. Analisis data merupakan fajang penting dalam
menentukan kualitas dari hasil penelitian. Pemlitini menggunakan
pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikukgwudianalisis secara
kualitatif pula. Menurut Sutopo, analisis kualitatiapat digolongkan ke
dalam metode deskriptif yang penerapannya bersifanuturkan,
memaparkan, memberikan, menganalisis, dan menafsirk

Analisis data dalam penelitian ini adalah teknikalesis model
interaktif (Interaktif Model of Analys)sterdiri dari: komponen analisis data,
reduksi data, pengujian data dan penarikan kesanpying merupakan
rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dimgssusul menyusul.
Adapun aktifitas dilakukan dalam bentuk interakiifengan proses
pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam modgeneliti tetap
bergerak dalam komponen analisis seperti terselaiad. Di tengah-tengah
waktu pengumpulan data dan analisis data juga dkakukan audit data
demi validitas data. Sesudah pengumpulan dataaseles masih terdapat
kekurangan data, dengan menggunakan waktu yarediarsnaka peneliti
dapat kembali melakukan penelitian untuk pengumputiata demi
kemantapan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, presedisis data dengan

model interaktif ini dapat digambarkan sebagaikagri®

° Ibid. Hal. 95
10 bid. Hal. 96
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Bagan 1
Mode AnalisisInteraktif

Pengumpulan data

/\

Reduksi data < Sajian data

»

\/

Penarikan simpulan/
verifikasi

Komponen dalam proses analisis kualitatif intefadttiatas, dapat

dijelaskan sebagai berikut adafgh:
a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan di lapangana gun
mendapatkan data yang dibutuhkan guna menjawab apatahan
penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, dakumentasi. Data-
data dilapangan dicatat dalam bentuk catatan l@pangng bersikan
deskriptif mengenai apa yang dilihat, didengar aaa yang dirasakan oleh
subjek penelitian. Catatan deskriptif adalah catalata alami, apa adanya
dari lapangan tanpa adanya komentar atau integpretari peneliti
mengenai fenomena yang ditemui. Dari catatan lagangeneliti perlu

membuat catatan refleksi. Catatan refleksi merupaedatan dari peneliti

1 Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman. 20@halisis Data Kualitatif Jakarta:
Ul Press. Hal. 17
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sendiri yang berisi komentar, kesan pendapat darafpiean terhadap
fenomena yang ditemukan.
. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan, baik dari hasivarecara maupun
dokumen sangat banyak sehingga perlu direduksu yditangkum dan
dipilih yang pokok dan sesuai dengan fokus peanelitkemudian disusun
secara sistematis sehingga memberikan gambaranjgtasgtentang hasil
penelitian. Reduksi data juga dimaknai sebagaigsrpemilihan, pemutusan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakanaefiormasi data kasar
yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dafargsung secara terus
menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi rdatapakan bentuk
analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuargtigkak diperlukan
dan mengorganisasikan data yang sesuai fokus palahas penelitian.
Selama proses pengumpulan data, reduksi data Kdakmelalui proses
pemilihan, abstraksi dan transparansi data kasag yhperoleh dengan
menggunakan catatan tertulis di lapangan. Selaygupenulis membuat
deskripsi data hasil pengamatan dan wawancara dadéartuk penafsiran
data yang telah dilengkapi dengan komentar yankalian dengan proses
permasalahan.
. Sajian data

Dari hasil reduksi data, selanjutnya data yang udmrhgan dengan
penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelalelakaan lalu lintas

disajikan secara sistematis dalam konteks sebagatikan, sehingga mudah



16

dipahami. Dengan cara ini data mudah dikuasai deampermudah dalam
penarikan kesimpulan. Penyajian data yang palinggeigunakan dalam
penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naral@fri catatan lapangan.
Selain itu penyajian data merupakan tahapan untekahami apa yang
sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan séfg@judianalisis dan
diambil tindakan yang dianggap perlu. Oleh kardnadalam menyajikan
data hasil penelitian ini, peneliti lebih banyakmaknai data temuan dalam
bentuk kata-kata komunikatif sesuai dengan fokueltean yang diungkap.
d. Pengambilan kesimpulan

Peneliti akan menarik kesimpulan dari data yadghtalisajikan.
Data yang masih tentatif, kabur perlu diverifikaselama penelitian
berlangsung, sehingga akan didapatkan kesimpulamg yaenjamin
kredibilitas dan objektifitas. Verifikasi dilakukamengan melihat kembali
pada reduksi data maupun sajian data, sehinggepelsin yang diambil

tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tesis dimaksudkan untuk maivkah pembaca
mengetahui isi dan maksud tesis secara jelas. Adapgunannya adalah
sebagai berikut.
BAB | Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang nd&alakang
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, &éariPenelitian, Metode

Penelitian, dan Sistematika Tesis.
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BAB Il Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi lamaateori yang terdiri
dari Hukum Yang Berlaku Dalam Masyarakat, Anak $ebdelaku Tindak
Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan lLiahas. Selain landasan
teori juga berisi penelitian yang relevan dan kgkanpemikiran.

BAB Ill Pola Penyelesaian Hukum Terhadap Anak Sebd&glaku
Dalam Tindak Pidana. Dalam Bab ini membahas tenfaolg penyelesaian
hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam keceléadmtas.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam balakan dibahas
tentang bentuk pertanggungjawaban anak sebagaiupel@am kecelakaan
lalu lintas. Kedudukan anak di hadapan hukum sebagtaku dalam
kecelakaan lalu Intas. Selain itu juga tentang rhpdayelesaian hukum yang
ideal bagi anak sebagai pelaku dalam kecelakaafirdhs.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi Kesimpulan dare8.



